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Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja 
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Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 302). 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 

Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor 

Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1079). 

Pedoman Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi Nomor: PTK-057/SKKMA0000/2018/S0 

tentang Administrasi Kontrak Kerja Sama. 

 

G. Putusan Pengadilan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-I/2003 

perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-X/2012 

perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 
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